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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 333 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penamavitalal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung telaltagian dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 200&tgnRincian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada lgambaknis
Daerah Kota Bandung;

b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Bataung Nomor
12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraturanalDacota
Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang PembentukanSdannan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, @inam
didalamnya telah dibentuk Badan Pelayanan Pemijiferpadu Kota
Bandung maka berdasarkan amanat Pasal 19 Per@damah Kota
Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang PembentukanSdannan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung s@haga telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Ndrofahun
2009, Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Tata Kerja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung pléatur lebih
lanjut oleh Walikota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimditard huruf
b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan WaliBatadung tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Kaga Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;

Mengingat : ...



Mengingat

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokokpok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undiaaaag
Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasiepotisme;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkant®aerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Naghdrahun
2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangh&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11l Bandung dengabupaten
Daerah Tingkat 1l Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentarngb#&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintabDaerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangganidasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@&mang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20&&ang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Uray&®hn Perijinan
Terpadu di Daerah,;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 28tdng Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2@0farg
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga TelaeisalD Kota
Bandung sebagaimana telah diubah dengan PeratusanalD Kota
Bandung Nomor 12 Tahun 2009;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2068tang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPaRmD) Z005-
2025;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2@0d®arig
Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPU&HDN
2009-2013;

13. Peraturan ...



Menetapkan

13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200%atg Tata
Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Barsideputusan

Walikota, dan Instruksi Walikota;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

S A

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyagisi SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Peta@rDaerah.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjuthgmgkat BPPT
adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandu

Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perijirapadu Kota
Bandung.

ljin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemenimaerah berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang manpbukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang Bdadan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orangu apelaku

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijinpoauanda daftar usaha;

10.Penyelenggaraan pelayanaan terpadu adalah kegpdapelenggaraan

perijnan dan non perijinan yang proses pengeloanmylai dari tahap
permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen ditakidecara terpadu

dalam satu pintu dan satu tempat;

11.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dansur-unsur SKPD

terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikatayanan
perijinan.

12. Kelompok ...



12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegsegeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oJehgteyang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengaesprg dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembakais Daerah.

BAB Il
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA BPPT
Bagian Kesatu
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BPPT
Pasal 2

(1) BPPT mempunyai tugas pokok melaksanakan koordindan
menyelenggarakan pelayanan administrasi perijiraara terpadu.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimankslichgpada ayat
(1), BPPT mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan program BPPT;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penmop&ginan;
c. penyelenggaraan koordinasi proses pelayanannaamjji
d. penyelenggaraan administrasi perlayanan perijinam penanganan
pengaduan; dan
e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses epamb

pelayanan perijinan.

Bagian Kedua
Kepala BPPT
Pasal 3

(1) BPPT dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

(2) Kepala BPPT mempunyai tugas pokok memimpin, membilzen
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fund3rBP

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimandslichgpada ayat

(1), Kepala BPPT mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program BPPT;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinansuase
kewenangan;

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijin@suas

kewenangan;

d. pemantauan ...



d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayzergiman
sesuai kewenangan;

e. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan BPPT tnehpum,
kepegawaian, keuangan dan program serta inforrdasi
pelayanan pengaduan; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporankgmt@an
kegiatan BPPT.

(4) Uraian tugas Kepala BPPT adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, panaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan BPPT,;

b. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pelayanajnaer;

c. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kemgsdalam
pelaksanaan administratif pelayanan perijinan;

d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi enang
kebijakan pelayanan perijinan;

e. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD terkatnerintah
Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan lembagaittéaknnya untuk
kelancaran tugas BPPT;

f. menyelenggarakan penandatanganan perijinan yang jadnen
kewenangannya,

g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiat&T BP

h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pangan
pengambilan kebijakan; dan

I. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan olehpjmian sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 4

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepalad®agi

(2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok kseatakan
sebagian tugas Kepala BPPT dalam hal penyelengganaéngelolaan
tata usaha yang meliputi umum, kepegawaian, keumadga program
serta informasi dan pelayanan pengaduan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman&slichgpada ayat

(2), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...



a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan;

d.

penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaa
penyelenggaraan pengelolaan umum, kepegawaianndg@uadan
program serta informasi dan pelayanan pengaduan,;

pelaksaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kagiattatausahaan.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah sdbagjeut :

a.

menyelenggarakan pengelolaan program kerja Bagiata Usaha
meliputi administrasi, pelayanan, monitoring, eaaiudan penanganan
pengaduan;

menyelenggarakan pengelolaan administrasi dandagauangan;
menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum yae{puti
perlengkapan, rumah tangga, humas, perpustakaaarsipn
menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawayang
meliputi mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gajkéka, penyusunan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), &eeepan pegawai,
pensiun, pendidikan dan pelatihan, serta disipigapvai;
menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional,
menyelenggarakan fasilitasi program, administrasiakgan, umum
dan kepegawaian;

menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan Rergiaagegis
(Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja InstanBemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (DKRaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) danrmiaso
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) BPPT,;
menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatgiaBaata Usaha
dan BPPT;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan peangan
pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKIP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tuga®k paan

fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagairdanaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Tata Usahalmaerahkan :

a. Subbagian ...



a.
b.

C.

Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Subbagian Keuangan dan Program; dan

Subbagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh sgokapala Sub

Bagian.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyas tympkok

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bagitn Usaha lingkup

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimandslichgpada ayat

(4)

(2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memptunygsi :

a.
b.

C.

d.

pelaksanaan penyusunan rencana program kerja,

pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan kétsdabhan; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoedakganaan program

umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegavwadalah sebagai
berikut :

a.

melaksanakan penyusunan program kerja SubbagianmUrmian
Kepegawaian;

melaksanakan administrasi umum yang meliputi pat{okubungan
masyarakat, penatausahaan selain layanan perijpetengkapan,
rumah tangga, perpustakaan dan dokumentasi;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawadgdiputi mutasi,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusiredtar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), kesejahteraan pegavesisiun,
pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai sertamiadtrasi
kepegawaian lainnya;

melaksanakan fasilitasi administrasi umum dan kaywegan;
melaksanakan pengelolaan bahan kelembagaan daalddetanaan,;
melaksanakan pengelolaan dokumen kepegawaian dgnaasip in
aktif;

g. melaksanakan ...



1)

(2)

3)

3)

melaksanakan pengendalian administrasi perjalaimas gegawai;
melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sialpbdghum;
melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf selirden
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pekokidgsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program

Pasal 6

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin olebrasg Kepala

Subbagian.

Subbagian Keuangan dan Program mempunyas fpgieok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bagian Tata Usaha lingkupgebaiaan

administrasi dan laporan keuangan serta penyuswam pelaporan

program pelayanan perijinan terpadu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagairdemaksud pada ayat

(2), Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempfumgsi :

a
b
C.
d
f.

pelaksanaan penyusunan rencana program kerja;

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

pelaksanaan fasilitasi administrasi dan lap&earangan;

pelaksanaan penyusunan program pelayanan parigian
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoedakpanaan program

pelayanan perijinan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan danr&rogdalah sebagai
berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagiaangan dan
Program,;

melaksanakan kegiatan penganggaran, pembukuarikasri dan
perbendaharaan;

melaksanakan penyusunan laporan keuangan berkala;
melaksanakan penyusunan dan pembayaran gaji dgandgan
Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan adminiktrmangan di
lingkungan BPPT,;

melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawabandeuBPPT;

g. melaksanakan ...



1)

(2)

3)

(4)

g. melaksanakan penyusunan program kerja BPPT;

h. melaksanakan penyusunan bahan perumusan RencaategiStr
(Renstra), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemahah (LAKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), laapor
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) seffarmbsi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) padg BPP

i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf seltieden
pertimbangan pengambilan kebijakan;

J. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKiP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan SalbbEguangan
dan Program; dan

I.  melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pekokidgsinya.

Paragraf 3
Subbagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan

Pasal 7

Subbagian Informasi dan Pelayanan Pengaduammulip oleh seorang
Kepala Subbagian.

Kepala Subbagian Informasi dan Pelayanagdtkran mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Usdha lingkup
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimtiamgksud pada ayat
(2), Kepala Subbagian Informasi dan Pelayanam&®ran mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja;

b. pelaksanaan pelayanan dan penyediaaan informasi;

c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perijinan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporarkgmt@an program

informasi dan pelayanan pengaduan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Informasi dalay@ean Pengaduan
adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan prokesa
Subbagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan;
melaksanakan kegiatan penyediaan informasi;
melaksanakan penyusunan laporan pengaduan;

melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan;

®© oo o

menyelenggarakan survey indeks kepuasan masyarakat;

f. melaksanakan ...



10

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf selisdein
pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKIP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Siabb&gormasi
dan Pelayanan Pengaduan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas plakokungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan |

Pasal 8

(1) Bidang Perijinan | dipimpin oleh seorang Kepaladsig.

(2) Kepala Bidang Perijinan | mempunyai tugas pokok akshnakan

3)

(4)

sebagian tugas Kepala BPPT dalam hal koordinasygbemggaraan

pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan lipgkerijinan bidang

penanaman modal, perdagangan, industri serta kedadaan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),

Kepala Bidang Perijinan | mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

penyusunan rencana kerja Bidang Perijinan I;

pengkoordinasian Tim Teknis;

penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan adrmashigierijinan
yang meliputi penanaman modal, perdagangan, industrta
kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangadamn
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ggbelaan

perijinan yang menjadi kewenangannya.

Uraian tugas Kepala Bidang Perijinan | adalah saibdagrikut :

a.
b.

melaksanakan penyusunan program kerja Bidang freriji
menyelenggarakan koordinasi administrasi pelayar@arijinan
dengan tim teknis;

menyelenggarakan penerimaan permohonan, pemeriksskas, dan
penyerahan naskah perijinan;

menyelenggarakan validasi berkas permohonan paatijin
menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retpeugnan;
menyelenggarakan penyusunan naskah perijinan déonaa teknis

pengolahan perijinan;

g. menyelenggarakan ...



11

g. menyelenggarakan penerbitan naskah perijinan;

h. melaksanakan monitoring terhadap proses adminispakyanan
perijinan;

i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perijing@suai
kewenangannya;

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pangan
pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKiP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

I.  menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiattangj dan

m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tuga®k pdan
fungsinya.

(5) Pelaksanaan pengkoordinasian Tim Teknis sebagaimiamaksud pada

ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. Bidang Penanaman Modaheliputi :
Izin Tempat Usaha (ITU).

b. Bidang Perdagangan, meliputi :
1). Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2). Tanda Daftar Gudang (TDG);
3). lzin Usaha Perdagangan (SIUP);
4). lzin Gangguan (HO);

c. Bidang Industri, meliputi :
1). Izin Usaha Industri (IUI);
2). Tanda Datftar Industri (TDI).

d. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
Izin Usaha Jasa Kepariwisataan (SIUK).

e. lzin Reklame.

Bagian Kelima
Bidang Perijinan 1l
Pasal 9

(1) Bidang Perijinan Il dipimpin oleh seorang Kepalaig.

(2) Kepala Bidang Perijinan Il mempunyai tugas pokok laksanakan
sebagian tugas Kepala BPPT dalam hal koordinasygbemggaraan
pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan lipgkerijinan bidang

penataan ruang, bangunan dan kontruksi, sertanadran.

(3) Untuk ...
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakgaid1), Kepala

(4)

()

Bidang Perijinan Il mempunyai fungsi :

penyusunan rencana kerja Bidang Perijinan II;

pengkoordinasian Tim Teknis;

penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan admasghigierijinan
yang meliputi penataan ruang, bangunan dan konfruksrta
pertanahan yang menjadi kewenangannya;dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ggbelaan

perijinan yang menjadi kewenangannya.

Uraian tugas Kepala Bidang Perijinan Il adalah gabberikut :

a.
b.

melaksanakan penyusunan program kerja Bidang miariji;
menyelenggarakan koordinasi administrasi pelayar@arijinan
dengan tim teknis;

menyelenggarakan penerimaan permohonan, pemeriksskas, dan
penyerahan naskah perijinan;

menyelenggarakan validasi berkas permohonan patijin
menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retpéagnan;
menyelenggarakan penyusunan naskah perijinan déonaa teknis
pengolahan perijinan;

menyelenggarakan penerbitan naskah perijinan;

melaksanakan monitoring terhadap proses adminispakyanan
perijinan;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi perijing@suai
kewenangannya;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pangan
pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKiP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatlangj dan

. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugask polan

fungsinya.

Pelaksanaan pengkoordinasian Tim Teknis sebagaimanaksud pada
ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. Bidang Penataan Ruang, meliputi :

b.

Izin Penggan Peruntukan Tanah (IPPT).
Bidang Bangunan dan Konstruksi, meliputi :
1). Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
2). Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
c. Bidang ...
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c. Bidang Pertanahan, meliputi :

Izin Lokasi.

Bagian Ketujuh
Bidang Perijian 111
Pasal 10

(1) Bidang Perijinan Il dipimpin oleh seorang Kepalia&hg.

(2) Kepala Bidang Perijinan 1l mempunyai tugas pokolelaksanakan

sebagian tugas Kepala BPPT dalam hal koordinasygbemggaraan

pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan lipgkerijinan bidang

bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaaid2), Kepala

Bidang Perijinan 1l mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perijinan II;

pengkoordinasian Tim Teknis;

penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan adrasiigierijinan
yang meliputi bina marga dan sumber daya air, oegklingan hidup
yang menjadi kewenangannya; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ggbelaan

perijinan yang menjadi kewenangannya.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perijinan Il adalahaeggi berikut :

a.
b.

melaksanakan penyusunan program kerja Bidang marijil;
menyelenggarakan koordinasi administrasi pelayar@arijinan
dengan tim teknis;

menyelenggarakan penerimaan permohonan, pemerikeakas, dan
penyerahan naskah perijinan;

menyelenggarakan validasi berkas permohonan paatijin
menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retpéagnan;
menyelenggarakan penyusunan naskah perijinan déonaa teknis
pengolahan perijinan;

menyelenggarakan penerbitan naskah perijinan;

melaksanakan monitoring terhadap proses adminispakyanan
perijinan;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi pemijiresuai
kewenangannya,

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahammipangan
pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKiP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

|. menyelenggarakan ...
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I.  menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiattangj dan
m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tuga®k pdan
fungsinya.
(5) Pelaksanaan pengkoordinasian Tim Teknis sebagaimiamaksud pada
ayat (3) huruf b terdiri dari :
a. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi :
1). lzin Pengelolaan Air Bawah Tanah,;
2). lzin Pengambilan Air Permukaan;
3). Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi dan Kengian Dasar
Saluran /Sungai;
4). Izin Pembangunan Lintasan yang berada dibagiatdsnya;
5). Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan Dan Ljpada Daerah
Sempadan Saluran Sungai;
6). Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Rieag lainnya;
7). lzin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija);
8). Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
9). Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dam&g
10).I1zin Pematangan Lahan/Tanah;
11).I1zin Pembuatan Jalan Masuk di dalam KomplekarRahan,
Pertokoan dan yang sejenismya;
12).1zin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklaramhhtan
Penyebrangan Orang (JPO) dan sejenisnya.
b. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air.

Bagian Kelima
Bidang Perijinan IV
Pasal 11

(1) Bidang Perijinan IV dipimpin oleh seorang Kepala&hg.

(2) Kepala Bidang Perijinan IV mempunyai tugas pokoklak&anakan
sebagian tugas Kepala BPPT dalam hal koordinasygbe@mggaraan
pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan lipgkerijinan bidang
perhubungan serta komunikasi dan informatika.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakaid2), Kepala

Bidang Perijinan IV mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...
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a. penyusunan rencana kerja Bidang Perijinan IV;

pengkoordinasian Tim Teknis;

penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan admasigtierijinan
yang meliputi perizinan pada bidang perhubungankdamunikasi dan
informatika yang menjadi kewenangannya;dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporaggbelaan perijinan

yang menjadi kewenangannya.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perijinan IV adalah gabberikut :

()

a.
b.

melaksanakan penyusunan program kerja Bidang iaeTijV;
menyelenggarakan koordinasi administrasi pelayar@arijinan
dengan tim teknis;

menyelenggarakan penerimaan permohonan, pemeriksskas, dan
penyerahan naskah perijinan;

menyelenggarakan validasi berkas permohonan patijin
menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retpeugnan;
menyelenggarakan penyusunan naskah perijinan déonaa teknis
pengolahan perijinan;

menyelenggarakan penerbitan naskah perijinan;

melaksanakan monitoring terhadap proses adminispakyanan
perijinan;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi perijins@suai
kewenangannya;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pangan
pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja, SKiP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatianBjdan
menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugask paolan

fungsinya.

Pelaksanaan pengkoordinasian Tim Teknis sebagaimanaksud pada
ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. Bidang Perhubungan, meliputi :

1). 1zin Trayek;
2). Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP);
3). Izin Usaha Angkutan (IUA).

b . Bidang ...
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b. Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi :

Izin Jasa Titipan;

Bagian Keenam
Tim Teknis
Pasal 12

(1) Tim Teknis terdiri dari Pejabat SKPD terkait yangmpunyai kompetensi
dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nierkgéwenangan
untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangkanbeekan
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya sptonohonan perijinan
dan non perijinan kepada Kepala SKPD yang menkigwenangan teknis
terkait dan kepada Kepala BPPT.

(3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud padgBydiatur lebih

lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugaskeahakan sebagian
tugas BPPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sephmkenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuastysan perundang-
undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh segréenaga fungsional
senior yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetafieadasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkalasarkan beban kerja.

(6) Rincian  Tugas Kelompok  Jabatan ungsional  ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian ...
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Bagian Kedelapan
Tata Kerja
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, [IKepBPT, Kepala
Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbadian, Teknis dan
Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan iprinsordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungaasimg-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan BPPT, sedtansi lain di luar
BPPT, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala BPPT wajib mengawasi bawahannya dehg#entuan dalam hal
terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-lahgkang diperlukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala BPPT bertanggung jawab memimpin dan kmorginasikan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksahagas bawahannya.

(4) Kepala BPPT wajib mengikuti dan mematuhi pptkndan bertanggung
jawab kepada atasan serta menyampaikan laporamalderkecara tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPRIi dawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk pengasiaporan lebih
lanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembleporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi teknis terag secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPPT danaugénisasi dibawahnya
wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pearbbnmbingan kepada
bawahan.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikutmulai berlaku, maka :

Ketentuan dalam BAB VI tentang Rincian Tugas Pokldn Fungsi Satuan
Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanamn@arilerpadu, Pasal 79,
Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasa$€4,35, Pasal 86, Pasal 87, Pasal
88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasdar® Pasal 94 Peraturan
Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang iBmdugas Pokok dan
Fungsi pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkunganedatah Kota Bandung
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 2digabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal ...
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Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah@ngundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dd@anta Daerah Kota

Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 21






